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KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR :Hk.62.02/xep. 135-3?@!2623
TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
PERATURAN BUPATI NOMOR 232 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

BUPATI BEKASI

. a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati
Bekasi Nomor : 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka
Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-
SKPD yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
agar adanya kesesuaian program dan kegiatan;

bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, PPKD mengesahkan
rancangan DPA-SKPD  setelah mendapatkan  persetujuan
Sekretaris Daerah;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Bekasi tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Peraturan Bupati Nomor 232 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomeor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
secbagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 560Q1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomorll Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972}

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 Tahun 2022
tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi
Jawa Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ({Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi  (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022
Nomor 11});

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022
Nomor 232);

MEMUTUSKA AN

: Mengesahkan Keputusan Bupati Bekasi tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Peraturan Bupati Nomor 232
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 yang reckapitulasinya sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

:dengan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka setiap Perangkat
Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan;



KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal Zwac}tm\Wﬁ - 401

'ﬂ’{( Pj. BUPATI BEKAST &

-

n ” DANI RAMDAN




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR  :\te.opon/ Lee 25— 8Pk / F0V>
TANGGAL :ft- Jansan o1
PERIHAL PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN (DPA) PERATURAN BUPATI
NOMOR 232 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan Pendapatan Belanja Penerimaan Pengeluaran
No Daerah Pembiayaan Pembiayaan
i Dinas Pendidikan -1 1.800.015.247.680 -
2 | Dinas Kesehatan 140.000.000 502.634.321.784 -
3 Rumah Sakit Umum Daerah 136.500.000.000 257.794.707.600 -
4 ; Rumah Sakit Umum Daerah 3.000.000.000 19.899.297.000 -
Cabangbungin
5 | Puskesmas Tarumajaya 3.104.981.660 3.577.481.660 -
6 | Puskesmas Babelan 1 4.451.905.920 4.917,981.495 -
7 | Puskesmas Babelan II 1.900.000.000 2.342.,942.500 -
8 | Puskesmas Tambelang 2.450.000.000 2.967.472.025 -
9 | Puskesmas Sukatenang 2.082.320.000 2.615.772.132 -
10 | Puskesmas Sriamur 2.450.000.000 3.277.533.488 -
11 | Puskesmas Karang Satria 2.000.000.000 2.484.000.000 -
12 | Puskesmas Tambun 1.507.094.000 2.327.294.000 -
13 | Puskesmas Mekarsari 950.000.000 1.472.500.000 -
14 | Puskesmas Jatimulya 2.566,560.000 2.881.560.000 -
15 | Puskesmas Sumberjaya 1.355.545.200 1.699.582.592 -
16 | Puskesmas Mangunjaya 1.400.000.000 1.679.422.165 -
17 | Puskesmas Setiamekar 850.000.000 1.221.228.000 -
18 | Puskesmas Lambangsari 559.330.800 952.580.800 -
19 | Puskesmas Wanasari 2.322.383.600 3.206.189.693 -
20 | Puskesmas Sukajaya 1.023.000.000 1.462.093.800 -
21 | Puskesmas Danau Indah 1.284.000.000 1.676.408.500 -
22 | Puskesmas Cikarang 4.015.152.000 4.720.330.102 -
23 | Puskesmas Mekarmukti 2.312.400.000 2.902.395.000 -
24 | Puskesmas Lemahabang 1.279.200.000 1.845.664.250 -
25 | Puskesmas Cipayung 2.763.756.000 3.057.585.250 -
26 | Puskesmas Sukadami 1.006.796.400 1.885.381.650 -
27 | Puskesmas Cibatu 863.500.000 1.176.332.520 -
28 | Puskesmas Sukamahi 2.100.000.000 2.538.604.950 -
29 | Puskesmas Karangbahagia 2.633.855.700 3.356.155.,740 -
30 | Puskesmas Kedungwaringin 3.600.000.000 4,252,124.444 -
31 | Puskesmas Karang Sambung 786.640.800 1.117.390.800 -
32 | Puskesmas Pebayuran 5.000.000.000 6.106.090.287 -
33 | Puskesmas Karang Harja 1.185.471.600 1.427.573.327 -
34 | Puskesmas Sukaindah 2.457.003.800 2.856.595.650 -




Urusan Pemerintahan Pendapatan Belanja Penerimaan Pengeluaran
No Daerah Pembiayaan Pembiayaan
35 | Puskesmas Sukatani 3.520.430.400 4.046.303.707
36 | Puskesmas Cabangbungin 3.686.635.300 4.193.982.175
37 | Puskesmas Muaragembong 2.293.996.800 2.688.595.738
38 | Puskesmas Setul 2.200.000.000 2.599.452,550
39 | Puskesmas Setu Il 1.700.00¢.000 2.026.533.527
40 | Puskesmas Sirnajaya 2.998.721.880 3.601.421.880
41 | Puskesmas Cibarusah 2.700.000.000 3.831.275.854
42 | Puskesmas Karang Mulya 1.344.000.000 2.043.840.900
43 | Puskesmas Setiamulya 966.720.000 1.389.937.768
44 | Puskesmas Bahagia 2.000.000.000 2.341.250.000
45 | Puskesmas Tridayasakti 447.000.000 861.040.000
46 | Puskesmas Wanajaya 850.000.000 1.367.577.500
47 | Puskesmas Sukaraya 1.446.216.000 1.777.610.000
48 | Puskesmas Telagamurni 2.000.000.000 2.526.575.000
49 | Puskesmas Banjarsari 1.056.120.120 1.662.935.120
50 | Puskesmas Waluya 1.204.545.600 1.864.545.600
51 | Dinas Sumber Daya Air, Bina 1.000.000.000 571.945.599.000
Marga dan Bina Konstruksi
52 | Dinas Cipta Karya dan Tata 110.000.000 346.155.395.000
Ruang
53 | Dinas Perumahan Rakyat, 225.000.000 457.437.236.000
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan
54 | Dinas Pemadam Kebakaran 1.000.000.000 31.023.630.000
55 | Badan Penanggulangan - 21.462.320.000
Bencana Daerah
56 | Satuan Polisi Pamong Praja - 35.234.668.200
57 | Dinas Sosial - 24.,252.100.400
58 | Dinas Ketenagakerjaan 32.000.000.000 35.520.948.400
39 | Dinas Pemberdayaan - 13.857.108.600
Perempuan dan Perlindungan
Anak
60 | Dinas Ketahanan Pangan - 19.266.558.200
61 | Dinas Lingkungan Hidup 6.000.000.000 191.920.766.405
62 | Dinas Kependudykan dan - 36.140.240.373
Catatan Sipil
63 | Dinas Pemberdayaan - 21.974,799.200
Masyarakat dan Desa
64 | Dinas Pengendalian Penduduk - 28.000.000.000
dan Keluarga Berencana
65 | Dinas Perhubungan 8.645.450.000 78.160.517.400
66 | Dinas Komunikasi, 1.105.671.000 48.380.887.000
Informatika, Persandian dan
Statistik
67 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil - 18.235.900.400

dan Menengah




Urusan Pemerintahan Pendapatan Belanja Penerimaan Pengeluaran
No Daerah Pembiayaan Pembiayaan
68 | Dinas Penanaman Modal dan 95.000.000.000 27.386.911.000 - -
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
69 | Dinas Kebudayaan, Pemuda 1.000.000.000 249.427.452.380 - -
dan Qlahraga
70 | Dinas Arsip dan Perpustakaan - 15.8C0.000.000 - -
71 | Dinas Perikanan 22.460.000 18.476.382.000 - -
72 | Dinas Pariwisata - 17.205.333.000 - -
73 | Dinas Pertanian 191.000.000 59.293.595.289 - -
74 | Dinas Perdagangan 12.740.354.018 S51.114.883.420 - -
75 | Dinas Perindustrian - 14.205.999.000 - -
76 | Sekretariat Daerah 21.210.696.267 201.774.945.214 - -
77 | Sekretariat DPRD - 109.343.988.600 - -
78 | Badan Perencanaan - 28.774.646.076 - -
Pembangunan Dacrah
79 | Badan Pengelolaan Keuangan | 3.348.453.454.654 868.941.037.808 | 890.351.488.008 | 75.000.000.000
Daerah
80 | Badan Pendapatan Daerah 2.300.015.920.949 140.595.507.000 - -
81 | Badan  Kecpegawaian dan - 31.940.616.000 - -
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
82 | Badan Penelitian dan - 15.288.572.567 - -
Pengembangan Daerah
83 | Inspektorat - 42.183.654.000 - -
84 | Kecamatan Babelan - 24.308.234.072 - -
85 | Kecamatan Bojongmangu - 7.438.303.620 - -
86 | Kecamatan Cabangbungin - 7.452.300.376 - -
87 | Kecamatan Cibarusah - 8,185.865.620 - -
88 | Kecamatan Cibitung - 18.962.370.448
89 | Kecamatan Cikarang Barat - 12,545.539.000 - -
90 | Kecamatan Cikarang Pusat - 7.102.331.000 - -
91 | Kecamatan Cikarang Selatan - 7.579.517.000 - -
92 | Kecamatan Cikarang Timur - 11.653.504.000 - -
93 | Kecamatan Cikarang Utara - 8.784.325.200 - -
94 | Kecamatan Karangbahagia - 7.370.163.000 - -
95 | Kecamatan Kedungwaringin - 6.828.318.520 - -
96 | Kecamatan Muaragembong - 7.840.300.000 - -
97 | Kecamatan Tambelang - 7.579.737.936 - -
98 | Kecamatan Serang Baru - 9.080Q,792.432 - -
99 | Kecamatan Sukakarya - 7.463.385.000 - -
100 | Kecamatan Sukatani - 8.897.866.181 - -
101 | Kecamatan Tarumajaya - 11.112,452.000 - -
102 | Kecamatan Tambun Utara - 8.906.543.000 - -
103 | Kecamatan Tambun Selatan - 16.361.908.000 - -
104 | Kecamatan Sukawangi - 7.027.737.936 - -
105 | Kecamatan Setu - 8.636.988.0Q0




Uridsan Pemerintahan Pendapatan Belanja Penerimaan Pengeluaran
No Daerah Pembiayaan Pembiayaan
106 | Kecamatan Pebayuran - 10.065.859.000 - -
107 | Badan Kesatuan Bangsa dan - 77.722.517.C00 - -

Politik

TOTAL

6.061.448.290.468

6.876.799.778.476

890.351.488.008

75.000.000.000
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